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oHampi r
menyangkut daerah apalagi
otonomi daerah.

Betul, bahwa otonomi daerah
memberikan keleluasaan bagi
pemimpin daerah untuk
membuat program kerja masing
masing. Namun sebagai suatu
sistem kenegaraan dan sistem
pemerintahan  maka pemerintah
daerah juga harus

mengakomodir rencana
pemerintah pusat yang dipimpin
ol eh Presideno

* PENDAHULUAN

semua persoal an

_KEMENTERIAN DALAM NEGER

obDal am program kerj a
anggaran yang saat ini sedang
berlangsung di daerah, diharapkan

visi misi presiden kemudian
diterjemahkan oleh para menteri

dan dapat disampaikan kepada
Pemerintah Daerah. Sehingga

dapat masuk dalam  program kerja
daerah 0

Menteri Dalam Negeri,
Prof. HM. Tito Karnavian Ph.D

Rakornas Indonesia Maju dan Forkopimda Tahun 2019

-13 November 2019-
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5 Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

p | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan
omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Pencapaian visi 2045 4 | Penyederhanaan Birokrasi

melalui transformasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

ekonomiyang | A — birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

didukung oleh 5 | Transformasi Ekonomi

industrialisasi de"ga" Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan
memanfaatkan sumber jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan
daya manusia sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
’

infrastruktur,
penyederhanaan
regulasi dan birokrasi

Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah
mendukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan
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URGENSI RAKORTEKRENBANG DALA
SINKRONISAS|I DAN HARMONISASI
PEMBANGUNAN DAERAH
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RAKORTEKRENBANG

U Pembangunan Daerah  merupakan perwujudan dari  pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional .

U K/L melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional .

Pencapaiartarget nasionaltidak hanyadari
Pem Pusat,tetapi juga olehPemdasesual
dgn kewenangannya

Kementerian PPNBappenas

emendagriPembinaandan ' “ K/L melakukanpembinaan —f—
Pengawasarumum dan pengawasanteknis
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RAKORTEKRENBANG REGIONA ——

Aceh

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau

Kepulauan Riau
Jambi

Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
10. Lampung

11. DKI Jakarta

12. Jawa Barat

13. Banten

14. Jawa Tengah
15. DI Yogyakarta
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16. Bali
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4. Kementerian/Lembaga
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LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
REGIONAL 2 TAHUN 2019

DI YOGYAKART /A 6,50

DKI JAKARTAI N S .89
SUMATERA SELATA I 5,71

BAL I S c3
6 Provinsi dengan Laju Perz‘umbu/m}

BANTEN — 5,53
3 Ekonomi tertingg/
JAWA TENGAHE 541
: 1.D/ Yogyakarta
I
LAMBURG o 2 2. DK/ Jakarta
SUMATERA UTAR— 5,22 3. Sumatera Selatan

JAWA BARAT I, S .07

SUMATERA BARA TR 5 05 Untuk Provinsi Riau dan Bangka

Belitung berada pada 2 posisi

INDONESIA—II 4,97
: terendah di Regional 2 dan
PENGKUL S .2 membutuhkan langkah  -langkah
KEP. RIAU I, /.89 Strategis untuk meningkatkan
Jave! 4 {o pertumbuhan ekonomi

ACEH I 15
KEP. BANGKA BELITUNEIIIINEEE 33?2
RIAU I 2.5
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SUMBER: BPS 2020, DIOLAI



PERSENTASE PENDUDUK

MISKIN TAHUN 2019
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Tujuan pembangunan  untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang salah satunya dinilai aari persentase
penduduk miskin . Untuk provinsi yang masih beraaa di bawah
rata-rata nasional , diperlukan sinergitas nyata antar sektor dalam
penanganan kemiskinan

SUMBER: BPS 2020, DIOLA



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

e PER FEB 2019

sEnGkuLU IR 2.5

pI Yoo YAKART A 256
KEP. BANGKA BELITUN§ 339 "

e O v TPT merupakan unsur

Laveunc, I - yang harus diperhatikan

sumaTERA seLAT N > - untuk mengurangi
JAWA TENGAH\ 4,22§ angka kemiskinan adan

INDONESIA \ 508 kesenjangan di
DK JAKARTANS,B masyarakat. Untuk Bali
SUMATERA BARAN ‘2 pada prinsipnya sudah
AcEH \ ok sangat baik karena
SUMATERA UTARN 5.6 sudah dr bawah 2% .
RIAU “W Namun, Banten dan
KEP. RIAU \ ol Jawa Barat periu
S \ . perhatian khusus karena
JAwa BARAT\ . masihdi atas 7%.
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INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TAHUN 2019
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Untuk Provinsi DKI Jakarta patut diapresiasi karena
memiliki angka IPM tertinggi  yaitu 80, 76%

, sedangkan
Provinsi Lampung  masih perlu peningkatan khususnya
sektor pendidikan dan kesehatan

ar
karena memiliki nilar
terendah yaitu 69,57%.

SUMBER: BPS 2020, DIOLA



GINI RASIO TAHUN 2019
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Provinsi Bangka Belitung  memiliki gini rasio terenaah yaitu 0,269
(ketimpangan rendah), DI Yogyakarta, Jawa Barat  dan DK/ Jakarta
memiliki indeks Gini Rasio 3 tertingg/  , namun masih dalam kategori
tingkat ketimpangan sedang.

SUMBER: BPS 2020, DIOLAH 13
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INDEKSDAYA SAING DAERAH REGIONAL 2

Ranking Indeks Daya Saing
Seluruh Aspek

NO. PROVINSI RANKING | RANKING| SCORE
2017 2018*
I 1. DKI Jakarta 1 1 3.149 l
3 Jawa Tengah 5 4 1,358
4 DIY 9 6 0500
5 Bali 7 8 0.401
Overall Competitiveness
6. Kepulauan Riau 10 9 0,279 B TOP 10 Provinces
[ MIDDLE 14 Provinces
J LELABULE L L 0120 [ BOTTOM 10 Provinces
8 Banten 6 12 0,128 2 | === === == = = iy e el e
. —— = - e : BerdasarkarsurveiAsian Competitiveness Index (AdBhun2018
T o 18 (; o0 : kondisidayasaingdi antaraprovinstprovinsidi Indonesiamenurut
T Il he , aspekaspeknyaadalahsbh:
Lk | SUNMESEL SEE 2 2 U0 I 1.Stabilitasmakroekonomi Tertinggi DKI Jakartalerendah Bengkulu
12.  Aceh 25 22 -0,350 I 2 Kelembagaamian Pemerintahan Tertinggi DKI Jakartalerendah
13.  Jambi 18 24 -0,559 : Bengkulu
E . 15 o5 -0,602 1 3.SDM,bisnis dan keuangan Tertinggi DKI Jakartalerendah Aceh
_________________________ | . . : _ o
(1 Kep. Bangka Belitung 22 26 0736 | I 4.Kualitashidup dan pengembangannfrastruktur: Te_rtlnggr DI
I | Yogyakarta Terendah KepulauarBangka Belitung
v 16 Bengkulu 27 29 -0,921 | T I

Sumber: Amri, MulyaACI-LKYSPP-NUS, 2018
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DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Banten

Riau

Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Bali

Lampung

Aceh

Sumatera Barat
Jambi

Bengkulu
Kepulauan Riau
Di Yogyakarta
Bangka Belitung

INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH
(IKFD) 2019

SO INDEKS KFD KATEGORI
2019 KFD

11,473
3,171
1,948
1,135
0,956
0,945
0,794
0,610
0,590
0,529
0,455
0,350
0,319
0,386
0,314
0,264

Indeks kapasitas fiskal daerah
digunakan untuk mengelompokkan

"

Sangat Tinggi ) ) ] ]
Sangat Tingg kategori kapasitas fiskal daerah sebagai
Sangat Tingg dasar pertimbangan dalam penetapan
Tingg daerah penerima hibah, penentuan
S besaran dana pendamping oleh

INggl .
Tinggi pemerintah Daerah, dan/atau
Sedang penggunaan lain sesuai dengan
Sedang ketentuan peraturan perundang-
= undangan

edang
Sedang ‘
Sedang ) i

Rendah Semakin rendah kapasitas
Rendah fiskal daerah, maka semakin
Rendah tinggl ketergantungan daerah
Rendah

terhadap alokasi dari pusat
Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019

tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah



triliun rupiah

Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak/Bukan

Catatan : Semua Rasio Di Hitung Terhadap Total Pendapatan

e [ o

39,90 10,90%

Pajak
DAU 61,65 16.85%
DAK 67,85 18,54%

Komposisi Kelompok Pendapatan
APBD Provinsi TA 2019

Total Pendapatan Provinsi : 365,95 Rasio
Jumlah %)

DA danioTleay,  Hibah 358  0,98%
4 28,11 Dana Darurat 0,00 0,00%
Bagi Hasil Pajak 0,04 001%
Penyesuaian & Otsus 2444 668%

Bantuan Keuangan 005 001%

_yumiah | _Rasio (%) |

$ Kontribusi PAD

PROPORSI PEN DAPATAN DAN BELAN‘]A PROVINSI i(g;)nl\sl);tl)z?/z;asi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangatr
DALAM APBD TAHUN 2019

terhadap

pendapatan pemerintah provinsi
pada Tahun 2019 adalah 46,03% |,
yang menunjukkan tingkat
kemandirian provinsi di Indonesia

dikategorikan sedang.

Pajak Daerah 143,56 39,23%
Retribusi Daerah 1,93 0,53%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 452 1,24%
Lain-Lain PAD Yang Sah 18,43 5,04%

Secara keseluruhan,belanja
tidak langsung masih lebih besar
dari belanja langsung pada struktur

belanja pemerintah provinsi Tahun
2019 , sebesar 57,28%.

Padatahun 2021 , belanja daerah
dihimbau agar diarahkan untuk
nantinya memiliki manfaat dan
dampak langsung kepada
masyakarat .

PROVINSI

triliun rupiah

Total Belanja: 382,59

r A Belanja
I/ Langsung
. 16345 I
. A272% ‘
Rasio \ 4

Thdp N P Rasio
Belanja Thdp
(%) Belanja
(%)

Belanja Tidak Langsung

B. Pegawai 89,19 23,31% Belanja Langsung

B. Bunga 0,19 0,05% B. Pegawai 991  2,59%
B. Subsidi 5,05 1,32% B. Barang & Jasa 89,58 23.41%
B. Hibah 50,35 13,16% B. Modal 6396 16,72%
B. Bansos 5,35 1,40%

B. Bagi Hasil 46,23 12,08%

B. Bankeu 21,63 5,65%
B. Tidak Terduga 1,15 0,30%




EVALUASI ALOKASI DANA PENDIDIKAN

DALAM APBD 2019 REGIONAL 2

AUU 20/ 2003 ttg Sistem Pendidi kan Nasi onal
bi aya Pendidi kan kedinasan dial okasi kan

-9 Ay
I ma l
ratarata 32,06%

L

i Pendidik

——d L ____ N Y S D I IR AP L ____ -4 ]

ProvinsiJawaTengahmemilikiproporsianggaranPendidikantertinggi dari APBbBnyadi Regional 2 :
Namun untukProvinsiBangka Belitungnasihdi bawah 20% hal ini tentunyaperlu ditingkatkan oleh |
PemerintahDaerahterkait agar minimal mampudianggarkansebesar20% APBD :

Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah



EVALUASI ALOKASI DANA KESEHATAN

DALAM APBD 2019 REGIONAL 2

AUU 36/ 2009 ttg Kesehatan (Ps. 171 Ay. 2)
kabupaten/ kota dialokasi kan mini mal 10% ( s
N 2 R e e e e ratarata 10,89%
SN R 9% & & R S 8 ¥ ¥ ¥ 82 2 % £ 2 2 2 w2 ¢ e
~ 9 N . L n M 4 &5 g 9 22N m O 0 & & 508 S N | o o .
S A A N N S S SR G SRR W= S - S - B R s B - - N S N S R R
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: Untuk daerah regional Znasihterdapat5 (lima) daerahyangmasihdi bawah 10%yaitu, Bangka Belitung, DI
1 Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sumatera SelBiiarapkanuntuk penganggarandi tahun berikutnya
: dapat segeraditingkatkan agar mampudi atas 10%.

Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah
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KONTRIBUSI PDB PER SEKTOR USAHA DI INDONESIA

TAHUN 2018-2019

Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berle

per Sektor Usaha (Persen)

2018

Persentasd”’DB perSektorUsahaTahun20182019
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Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12,81 | 12,72
Pertambangan dan Penggalian 8,08 7,26
Industri Pengolahan 19,86 19,7
Industri Pengolahan Non Migas 1762 | 17,58
Pengadaan Listrik dan Gas 1,19 1,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 0,07 0,07
Konstruksi 10,53 | 10,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Repal

Mobil dan Sepeda Motor 13,02 | 13,01 I
Transportasi dan Pergudangan 5,38 557
Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 2,78 2,78
Informasi dan Komunikasi 3,77 3,96
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,15 4,24
Real Estate 2,74 2,77
Jasa Perusahaan 18 1,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahana

dan Jaminan Sosial Waijib 3,65 3,62
Jasa Pendidikan 3,25 33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,07 11
Jasa lainnya 1,81 1,95

Indonesiamemiliki seluruhpotensidalamupayapeningkatanperekonomian 3
sektoryangmemberikontribusiterbesar.
1. IndustriPengolahan
2. IndustriPengelohanNon Migas
3. PerdagangarBesardan Eceran ReparasiMobil dan Sepedavotor

Sumber: BPS, 2019




LAJU PERTUMBUHAN PDB
PER SEKTOR USAHA TAHUN 204#8)19

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Per
Sektor Usaha (persen)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,89 3,64 8

Pertambangan dan Penggalian 216 £ 122 ]

Industri Pengolahan 427 | 38 ,

Industri Pengolahan Non Migas 4,77 4,34

Pengadaan Listrik dan Gas 5,47 4,04 2 I I I | I I I I I
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 0 S oE .

Limbah dan Daur Ulang 5,56 6,83 {@*"(\ ngq’(\ & o&’" &“0& & &Q@ & & & & & T é’f &
Konstruksi 6,09 5,76 & b@gzé\ 6\&“1@0@ S & ?}@6% & @af ®~e°‘° 0&3 & "QQ}Q z@“’(\ &@on \@g"' &
Perdagangan Besar dan Eceran; Repal & & & Q&g}q’ ?,&”Q \o,bo"? &(& JRIR &q,é\a’ o@o"? ¥ @\3 > &

Mobil dan Sepeda Motor 4,97 4,62 & & & & & & & \,bc,»\‘e' <°?;;\<“@ 55
Transportasi dan Pergudangan 7,06 6,4 &,&7’0 < «® (\@*3 Qf?’o "‘Q&f @aﬁ"’ \Q,@\@
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Minum 5,68 5,8 & v

Informasi dan Komunikasi__ 702 | 941 LajuPertumbuhanSektorUsahaTertinggi Jasalainnya(10,55%)
‘;;Z"’I‘ Esetifgga” dan Asuransi g:i; ; f 4 LajuPertumbuhanSektorUsahaTerendah Pertambangandan
Jasa Perusahaan 8,64 10,25 _ Penggghan{l,ZZ%) _
Administrasi Pemerintahan, Pertahana Peningkatarpertumbuhantertinggi: Jasakesehatardan Kegiatan
dan Jaminan Sosial Waijib 7 4,67 Sosial5,2%)

Jasa Pendidikan 4,17 6,29 Penurunarpertumbuhanterendah AdministrasPemerintahan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,48 8,68 Pertahanar,\ dan JaminanSosiaWaji b (_2’33%)

Jasa lainnya 8,97 |/ 1055 Y

Sumber: BPS, 2019 N -



POTENSI PARIWISATA JAWA BARAT

PETA WISATA JAWA BARAT §

Pantai Samudera Baru

Gunung Tampomas

Taman Bunga
Nusantara

Istana Bogor

@

Kubah Emas

Objek Wisata
Cibulan

- Kebun Raya Bogor

Puncak

Sl

5 gb o
Pelabuhan Ratu - % - ‘:'q___—e Sungai Citumang
\ 2 g Tasikmalays "% e~ @

Green Canyon

Kampung Naga

Genteng Gunung Gede Pangrango  Gunung Papandayan Pantai Pangandaran

Jenis wisata di Jawa Barat:

Too J>o T To o o I

Wisata sejarah

Wisata budaya

Wisata alam (gunung )

Wisata pantai & bahari

Wisata perbelanjaan

Wisata edukasi

Wisata permainan keluarga , dll.

Wisata Kuliner:
A Seblak
A Nasi Timbel
A Karedok
A Mie Kocok
A Surabi
A Peuyeum
A Tahu
Sumedang
A Nasi Jamblang
A Tapai ketan
A Dodol garut

A Tahu gejrot
A DI



» EMENTERIAN DALAM NEGER -~
8l FAKTA STUNTING DI INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Qﬁ

C Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik
dan otak padaanak e R
A Halitu bisaterjadi pada1.000 hari pertama kehidupan

C PrevalensiStuntingindonesia2018 = 30,8 % (1 dari 3 bayi
Badutaatau 9 juta anak menderitastunting).

C Regional I memiliki Jumlah Provinsi dengan Prevalensi
Stunting di atas nasional lebih banyak dibandingkan
Regionalll.

C ProvinsidenganPrevalensiStunting Tertinggi. NTT& Sulbar
(Regionall), Aceh(Regionalll).

C ProvinsidenganPrevalensiStunting Terendah DKI Jakarta,
DIY,Bali (Regionalll)

C Target Nasional PrevalensiStunting 2024 = 14,0 % (RPJMN
20202024 danstunting telah masukdalam Major Project

C Kerugian ekonomi akibat stunting 2-3% dari PDB atau ©
sekitar Rp300triliun (PDBIndonesia2017sebesaRp13.000 ‘ ®
triliun).

@kemendagri ¥ @kemendagri W @kemendagri_ri Sumber: Riskesdas, 2018



